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PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama

Umur

Pendidikan
Pekerjaan/Jabatan
Alamat

No telepon/Handphone

Pengalaman Organisasi

B. PERTANYAAN

1. Bagaimana menurut Bapak/lIbu pelayanan publik oleh Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan?

2. Bagaimana menurut Bapak/lbu Prosedur Pelayanan Publik oleh
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan?

3. Bagaimana menurut Bapak/lbu bila terdapat masyarakat yang merasa
kesulitan atau bingung dalam pelayanan?

4. Apakah dari berbagai keluhan ataupun aduan yang masuk telah
digunakan atau telah di realisasikan untuk memperbaiki pelayanan

Publik di Kalimantan Selatan?
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Apakah Pelayanan Publik pada Ombudsman Republik Indonesia
sudah sesuai dengan Hukum Islam seperti adanya prinsip keadilan dan
persamaan?

Bagaimana kendala dalam pelayanan publik pada Ombudsman
Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan?

Apakah dengan kendala yang ada itu memberikan pengaruh terhadap
kualitas pelayanan publik pada Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Kalimantan Selatan?

Bagaimana solusi untuk menghadapi kendala yang ada pada

pelayanan publik di Ombudsman Republik Indonesia?



119

Beberapa Foto Kenang-Kenangan Bersama Asisten Ombudsman RI
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